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Abstrak 
Pada awalnya mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian 
sengketa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase 
merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sudah sejak 
lama diakui keberadaannya. Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti 
menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai judge yang 
memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan 
yang mengikat seperti arbitrer tetapi lebih memberdayakan para pihak 
untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediasi dianggap 
intrument efektif dalam penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan 
murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para 
pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa 
keadilan. 
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A. Pendahuluan 
Di Indonesia, apabila dilihat secara mendalam, penyelesaian 
sengketa secara damai telah lama dan biasa dilakukan masyarakat 
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan 
kepala adat sebagai tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa di antara 
warganya. Pada masyarakat adat yang selalu mendambakan ketenangan 
hidup. Apabila terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan 
sengketa, maka perlu adanya pihak yang menyelesaikannya. Pada 
umumnya yang menjadi penengah/pendamai adalah Pada masa 
pemerintahan Belanda dikenal pula adanya hakim perdamaian desa 
yang diatur dalam Pasal 3a Reglement op de Rechterlijke Organisatie 
en het Beleid der Justitie (Peraturan Susunan Pengadilan dan 
Kebijaksanaan Justisi) disingkat RO (S. 1933 No. 102) yang 
mengemukakan bahwa perselisihan antar warga masyarakat adat 
diselesaikan oleh hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa 
tidak berhak menjatuhkan hukuman, walaupun ada rumusan yang 
demikian, akan tetapi dalam banyak kasus yang terjadi pada 
masyarakat utamanya di pedesaan, penyelesaian sengketa yang di 
akhiri dengan memberikan hukuman bagi pelanggar hampir terjadi 
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pada masyarakat manapun juga di Nusantara ini, terutama karena 
peraturan itu jangkauannya sangat terbatas.
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Hazairin mengemukakan bahwa kekuasaan hakim desa tidak 
terbatas pada perdamaian saja tetapi meliputi kekuasaan memutus 
semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan 
antara pengertian pidana dan perdata. Keadaan itu baru berubah jika 
masyarakat hukum adat menundukkan dirinya pada kekuasaan yang 
lebih tinggi yang membatasi atau mengawasi hak-hak kehakiman itu. 
Hakim-hakim itu sebagai alat kelengkapan kekuasaan desa selama desa 
itu sanggup mempertahankan wajah aslinya. Penyelesaikan sengketa 
melalui perdamaian desa, biasanya yang bertindak sebagai hakim 
perdamaian desa ini adalah kepala adat atau kepala rakyat, yang 
merupakan tokoh adat dan agama. Seorang kepala desa tidak hanya 
bertugas mengurusi soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk 
menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum 
adatnya. Dengan kata lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai 
hakim perdamaian desa (dorpsjutitie).
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Menurut Soepomo: “Kepala rakyat bertugas memelihara hidup 
hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan 
dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh 
lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya 
menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha 
badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluankeperluan 
rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, 
pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak 
pertuanan desa, dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampur 
tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan 
soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya.
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B. Pembahasan 
1. Mediasi dalam Hukum adat 
Setelah kemerdekaan, semua sistem pengadilan dihapus dan 
diganti dengan pengadilan negara. Pengakuan resmi terhadap sistem 
pengadilan desa dan pemerintahan Swapraja itu sendiri (berdasarkan 
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951) ditarik, dan dalam 
perkembangannya kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1979, LN. 1979-56 tentang “Pemerintahan Desa”. Dalam 
peraturan perundang-undangan ini tidak diketemukan rumusan hukum 
yang menyebutkan mengenai keberadaan peradilan desa.
4
 Berbagai 
penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat, dapat diikuti dari 
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beberapa contoh penyelesaian sengketa dalam masyarakat Daya Taman 
(Kalimantan Barat) yang dikenal dengan “Lembaga Musyawarah 
Kombong”, menyebabkan sangat jarang sengketa dibawa ke luar 
lingkungan adat. Apabila ada perkara yang sudah diselesaikan oleh 
pengadilan, diurus lagi berdasarkan adat lingkungan bersangkutan.
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Di Bali misalnya terdapat Desa Adat, yang kekuasaannya 
dijelmakan dalam sangkepan (rapat) Desa Adat, yaitu forum yang 
membahas masalah-masalah tertentu yang sedang dihadapi desa secara 
musyawarah. Sengketa-sengketa adat yang bukan perbuatan kriminal, 
penyelesaiannya dalam usaha mengembalikan keseimbangan kosmis 
yang terganggu. Hal itu diselesaikan melalui sangkepan (rapat) desa 
dan ada kemungkinan penjatuhan sanksi adat kepada pelakunya. 
Demikian pula, perbuatan kriminal oleh masyarakat penyelesaiannya 
diserahkan kepada sangkepan desa yang dipimpin oleh kepala desa. 
Namun ada juga perbuatan kriminal diselesaikan melalui proses 
peradilan formal.
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Penyelesaian sengketa di Sulawesi Selatan, tidak hanya seorang 
kepala masyarakat hukum atau kepala desa saja yang berperan untuk 
menyelesaikan sengketa, tetapi ia dapat juga bertindak sebagai 
mediator atau wasit. Dalam perkembangannya, terdapat pula lembaga-
lembaga lain seperti rapat koordinasi suatu instansi pemerintah, 
lembaga-lembaga pada pemerintahan kelurahan/desa, seperti Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), ketua kelompok tani, 
perseorangan, keluarga, teman sejawat, atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut dengan kepala desa sebagai mediator atau wasit. Tempat 
penyelesaiannya tidak ditentukan, mungkin di Balai Desa, di kantor 
LKMD, di ruang sidang suatu Kantor Pemerintahan, di salah satu 
rumah pribadi yang bersengketa, di rumah pihak ketiga, atau di tempat 
lain yang disepakati pihak-pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian 
sengketanya tidak seperti di pengadilan, tetapi lebih banyak ditempuh 
melalui perundingan, musyawarah dan mufakat antara para pihak yang 
bersengketa sendiri maupun melalui mediator atau wasit. Hukum yang 
dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya 
hukum yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu hukum 
ada setempat, hukum antar adat, hukum adat campuran atau campuran 
hukum adat dan hukum agama (Islam).
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Di Papua, penyelesaian sengketa melalui peradilan adat masih 
kental. Norma-norma adat masih hidup sehingga hukum adat masih 
sangat berperan menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Masalah 
yang diselesaikan melalui peradilan adat antara lain perzinahan, 
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pemerkosaan, pembunuhan, batas tanah adat antar suku dan batas tanah 
antar warga. Penanggungjawab peradilan adat adalah Ondoafi atau 
Ondofolo.
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Masyarakat yang berdiam di Kerinci, Sungai Penuh di Sumatera 
peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang warga. Walaupun 
kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi keluarga pihak 
pembunuh menempuh pula upaya pendekatan ke keluarga korban. 
Sebagaimana lazim dilakukan oleh warga masyarakat setempat pada 
masa lalu, akhirnya mereka menempuh perdamaia adat dan membayar 
denda adat. Aturan adat mereka menyebut luka bapampah, mati 
babangun (kalau melukai harus mengobati sampai sembuh, kalau 
mengakibatkan matinya orang sipelaku dihukum membayar denda, 
kerbao seekor, beras seratus liter, kain putih dan uang Rp. 17.500.000,-
). Putusan ini tidak menjadikan terdakwa dibebaskan di pengadilan, 
akan tetapi menjadi pertimbangan yang meringankan hukumannya. 
Penyelesaian seperti itu menghilangkan dendam di antara keluarga 
korban dengan keluarga terdakwa. 
Pada masyarakat Batak Karo juga dikenal penyelesaian sengketa 
melalui runggun. Dalam adat Karo, setiap masalah dianggap masalah 
keluarga, dan masalah kerabat. Dengan demikian setiap masalah yang 
menyangkut keluarga atau kerabat harus dibicarakan secara adat dan di 
bawa ke dalam suatu perundingan untuk dicari penyelesaiannya.  
Runggun yang artinya bersidang/berunding dengan cara 
musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
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 Runggun dihadiri oleh 
sangkep sitelu yang ada pada masyarakat Karo. Runggun pada 
masyarakat Karo dalam menyelesaikan sengketa tidak memerlukan 
waktu yang lama, tidak berbelit-belit, murah, kekeluargaan, dan 
harmonis. Runggun dapat dikategorikan menyelesaikan sengketa 
dengan mediasi, karena dilakukan dengan perantaraan jasa anak beru, 
senina, dan kalimbubu.
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Pada masyarakat keammatoaan di Sulawesi Selatan masih dikenal 
peradilan adat. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam 
penyelesaian melalui peradilan adat, adalah hal-hal yang bersangkut 
paut dengan gangguan terhadap perempuan (loho) dan gangguan 
terhadap hutan. Khusus gangguan terhadap hutan, sanksi yang 
dijatuhkan oleh Ammatoa sangatlah berat, terutama tentu saja menurut 
ukuran masyarakat adat Keammatoaan. Pada masa lalu, hukum yang 
dijatuhkan adalah hukuman cambuk yang disesuaikan tingkatan 
pelanggaran yang dilakukan. 
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Hukuman yang dijatuhkan terdiri atas pokok babbalak pohon di 
dalam lingkungan keramat, tangnga babbalak kalau menebang pohon 
di dalam lingkungan masyarakat adat, dan cappak babbalak kalau 
menebang pohon di lingkungan hak pakai masyarakat adat tanpa izin 
yang menguasai tanah itu. Pelanggaran adat dengan sanksi yang 
dijatuhkan pernah terjadi beberapa waktu yang lalu.
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Di Maluku Tengah untuk memperoleh hak mewaris atas “tanah 
dati”, permohonan diajukan oleh kedua belah pihak dengan meminta 
bantuan Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa. 
Dan ternyata para pihak dapat menerima dan menyetujui kesepakatan 
dan persoalan dinyatakan selesai.
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 Masyarakat menganggap Kepala 
Desa adalah bapak rakyat yang memimpin pergaulan hidup dalam 
persekutuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang demikian Kepala 
Desa berkewajiban memelihara kehidupan hukum di dalam 
persekutuan dan menjaga hukum itu supaya dapat berjalan dengan 
selayaknya.
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Di Minangkabau penyelesaian sengketa dilakukan oleh mamak 
kepala waris pada tingkatan rumah gadang.
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 Mamak kepala waris 
sebagai mediator mempunyai wewenang untuk memberikan putusan 
atas perkara yang dibawa kehadapannya. Oleh sebab itu, mamak kepala 
waris yang bertindak sebagai mediator dapat juga mempunyai 
wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa 
kehadapannya sebagai berikut: 1). Tungganai atau mamak kepala waris 
pada tingkatan rumah gadang, 2). Mamak kepala kaum pada tingkat 
kaum, 3). Penghulu suku pada tingkat suku, dan 4). Penghulu-penghulu 
fungsional pada tingkatan nagari. Fungsionaris tersebut berperan 
penting dalam menyelesaikan sengketasengketa, baik sebagai penengah 
(sepadan dengan arbiter atau hakim) atau tanpa kewenangan memutus 
(sebagai mediator).
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Gagasan cemerlang kelembagaan penyelesaian sengketa ditingkat 
Desa/Nagari dalam Program Pengembangan Balai Mediasi 
Desa/Nagari (BMD/N) ini diharapkan berguna sebagai sarana untuk 
penyelesaian sengketa antar sesama warga masyarakat. Masyarakat 
tidak perlu menggunakan jalur pengadilan yang rumit, memakan waktu 
lama. Bahkan, seringkali hasilnya justru merugikan masyarakat, dan 
hasil di pengadilan yang ada hanya kalah atau menang. Sehingga 
masalah berujung dendam dan akhirnya jauh dari rasa aman dan 
tentram (satu jadi abu dan yang lain akan jadi arang).
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 Masyarakat 
Sumatera Barat sering menghadapi sengketa adat (sako dan pusako) di 
tingkat kaum, suku dan nagari. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari 
6 
 
(KAN) selama ini dianggap belum mampu memberikan sesuatu yang 
lebih dalam penyelesaian sengketa secara adil.
17
 
Di Lombok Barat, pada masyarakat suku Sasak, juga pranata 
penyelesaian sengketa yang digerakkan oleh orang-orang atau 
kelompok orang yang memiliki pengaruh secara sosial, dikenal dengan 
sebutan “kerama gubuk.”18 Kerama gubuk di Lombok adalah intitusi 
adat dengan beranggotakan baik pimpinan formal (kepala pemerintahan 
kampung/keliang bersama perangkatnya), maupun pimpinan non 
formal (pemuka agama/penghulu, pemuka adat, dan cerdik pandai). 
Budaya suku sasak Bayan dikenal dengan “lembaga pemusungan”, atau 
“majelis pemusung”, suatu otoritas lokal yang berada di bawah kontrol 
pemangku adat Bayan. Fungsi utama pranata-pranata adat suku Sasak 
ini adalah untuk memusyawarahkan kebijakan-kebijakan berkenaan 
dengan kasus-kasus adat yang timbul (antara lain perkawinan adat 
(“merari”, atau “kawin lari”), zinah, warisan, dan pelanggaran adat 
lainnya.
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Dalam adat Aceh penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 
menggunakan Dong Teungoh (penengah) biasanya mereka adalah para 
tokoh adat, tokoh masyarakat atau aparatur desa. Cara-cara yang 
dilakukan oleh Dong Teugoh belum sepenuhnya merujuk kepada 
mediasi yang sesungguhnya sebab biasanya para penengah ini masih 
kurang mampu bersikap netral atau berpihak.
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Penyelesaian sengketa di tingkat adat Aceh yang biasanya 
diselesaikan oleh para tokoh adat dan tokoh masyarakat terbilang cepat 
dan relatif tidak memerlukan biaya. Akan tetapi adakalanya 
penyelesaian sengketa di tingkat adat umumnya kurang memuaskan 
salah satu pihak yang bersengketa. Tidak jarang pula penengah ini 
cenderung tidak bersikap netral, diakibatkan oleh adanya tekanan salah 
satu pihak atau juga karena bias pemahaman tentang posisi masalah 
yang disengketakan.
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Dalam masyarakat Banjar, adat badamai merupakan salah satu 
bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat 
Banjar. Dalam kasus atau perkara keperdataan, lazim disebut dengan 
istilah basuluh atau ishlah. Namun dalam perkara pelanggaran susila 
atau pelanggaran lalu lintas dan peristiwa tindak kekerasan, 
perkelahian, penganiayaan dan masalah yang menyangkut pidana, 
lazim dikenal dengan istilah badamai, baparbaik (babaikan), 
baakuran, bapatut atau mamatut dan sebagainya. Namun secara umum 
istilah yang digunakan adalah mengacu kepada adat badamai.
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C. Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan  
1. Tugas Hakim Mendamaikan Para Pihak  
Dalam era reformasi dan transparansi seperti saat ini, kepastian 
hukum merupakan salah satu tuntutan yang harus direalisasikan atau 
diwujudkan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sangat beralasan 
mengingat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 menentukan secara tegas bahwa Republik Indonesia adalah 
negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban 
dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran. Hakim dalam 
melaksanakan penegakan hukum (yudikatif) mempunyai tugas untuk 
menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. 
Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam 
tugas mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, selama ini hakim 
bersifat pasif. Tanggungjawab hakim yang tadinya hanya sekedar 
memutuskan perkara, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung 
tentang Mediasi tersebut di atas, kini berkembang menjadi mediator 
yang mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagai penengah. Dalam 
rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai dengan 
asas Hukum Acara Perdata, Pasal 130 HIR menyebutkan bahwa apabila 
pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim 
berkewajiban untuk mendamaikan mereka. 
Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat 
diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam 
prosedur perkara. Dalam Pasal 2 Ayat (2) PerMA No. 01 Tahun 2008 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan hakim sebagai 
mediator dan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa 
melalui mediasi. Peran hakim pemeriksa di Pengadilan Negeri tidak 
hanya harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PerMA, 
tetapi juga jiwa PerMA itu sendiri. Hakim pemeriksa harus 
bertanggung jawab menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam PerMA, 
tidak sekedar memenuhi syarat formal. Tugas hakim yang menjalankan 
fungsi sebagai mediator berdasarkan PerMA, sebagai berikut.
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Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para 
pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian, mediator wajib 
mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses 
mediasi. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator dapat 
melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk 
8 
 
menelusuri, menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai 
pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut di 
atas, menjelaskan tugas-tugas mediator sehingga proses mediasi yang 
dipimpinnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dapat mendorong 
para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan sengketa 
dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama. 
Terkait dengan tugas mediator sebagaimana disebutkan di atas, 
bahwa mediator berkewajiban untuk memberikan usulan mengenai 
jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak. Hal ini perlu dilakukan 
mengingat baik mediator maupun para pihak mempunyai kegiatan-
kegiatan lain di luar proses mediasi, sehingga dengan adanya jadwal 
pertemuan yang disepakati bersama diharapkan para pihak dapat 
menghadiri pertemuan. Kemudian, mediator berkewajiban untuk 
mendorong para pihak sendiri berperan dalam proses mediasi. Dengan 
demikian, mediator dapat mengetahui pokok permasalahan yang 
menjadi penyebab terjadinya sengketa dengan lebih baik. Begitupula 
dengan masing-masing pihak yang bersengketa juga dapat langsung 
saling mengetahui hal-hal yang menjadi kepentingan pihak lawannya. 
Dari sini, diharapkan dapat muncul usulan-usulan untuk menyelesaikan 
sengketa di antara mereka. Pertemuan secara langsung dengan para 
pihak memudahkan mediator untuk mendapatkan informasi yang 
langsung dari pihak yang bersengketa. 
Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan pertemuan 
terpisah selama proses mediasi berlangsung. Adalah suatu hal yang 
bijaksana, apabila mediator pada awal proses mediasi sudah 
menjelaskan kemungkinan diadakannya pertemuan terpisah ini. 
Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan diantara para pihak yang 
bersengketa. Dalam hal ini, mediator dapat memberikan saran-saran 
atau usulan kepada para pihak, namun mediator perlu memperhatikan 
bahwa dalam melakukan pertemuan dengan salah satu pihak sebaiknya 
memberikan waktu yang sama diantara kedua belah pihak, sehingga 
kenetralannya dapat terjaga. Kadang-kadang informasi yang 
disampaikan dalam pertemuan tersebut merupakan kunci yang dapat 
membawa ke arah penyelesaian sengketa. Sebagaimana aturan PerMA 
bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk melakukan 
penelusuran dan menggali kepentingan masing-masing pihak selama 
proses mediasi.
24
  
Mediator harus dapat membantu para pihak untuk dapat 
mengemukakan kepentingan mereka dan juga agar mereka mengetahui 
kepentingan pihak lawannya. Akhirnya, dapat ditemukan hal-hal yang 
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merupakan kepentingan bersama mereka, dan mediator dapat 
membantu para pihak menentukan pilihan-pilihan yang masuk akal 
untuk dapat dijadikan upaya penyelesaian sengketa mereka untuk 
mencapai kesepakatan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-
pihak bersengketa, sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral, karena itu 
layak sekali para hakim menyadari fungsi mendamaikan. Sebab dalam 
suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang 
dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama 
dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang 
dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. 
Bagaimanapun jalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan 
dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, 
hasil perdamaian yang tulus dari kesadaran bersama pihak yang 
bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah karena mereka 
sama-sama menang sehingga kedua belah pihak pulih hubungannya 
dalam suasana rukun dan persaudaraan.
25
 
Para hakim dalam menjalankan kewajiban asasinya dalam upaya 
untuk menegakkan supremasi hukum berfungsi mempererat kohesi 
persatuan nasioal (keadilan untuk semua) dan memberikan masa depan 
penegak keadilan, demokrasi serta peradaban bangsa.
26
 Meskipun 
dikatakan hakim bertugas membentuk hukum, hakim wajib menjamin 
hukum tetap aktual, dan lain-lain, perlu disadari tugas utama hakim 
adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi 
kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal 
yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak 
yang bersangkutan. Bukan sebaliknya, seolah-olah hakim dapat 
mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan 
sosial. 
Perlu juga diketahui, hakim yang paling liberal sekalipun, atau 
sepragmatis apapun, tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam 
arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi. 
Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau 
kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum, bukan sekedar 
kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar memenuhi tuntutan 
masyarakat.
27
 
Mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah kewajiban 
hakim sebagaimana ketentuan sebagai seorang mediator yang 
mempunyai etika yang menunjukan beberapa perhatian seperti: (1) para 
pihak menentukan nasibnya sendiri dapat dikompromikan dengan 
hakim senior sebagai mediator; (2) tugas hakim senior menciptakan 
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satu keuntungan di dalam memperoleh usaha mediasi; (3) hakim senior 
dengan kemampuan tugasnya berpotensi dapat membantu para pihak 
melakukan mediasi; dan (4) advokat dalam mediasi akan lebih segan 
terhadap hakim senior yang bertindak sebagai mediator di pengadilan.
28
 
Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan oleh hakim lebih 
efektif, sedapat mungkin dia berusaha menemukan faktor yang melatar 
belakangi persengketaan. Sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan 
hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi bibit 
sengketanya. Sekiranya hakim dapat menemukan latar belakang 
perselisihan yang sebenarnya, sudah lebih mudah mengajak dan 
mengarahkan perdamaian. Oleh sebab itu, hakim berada di tengah-
tengah pihak yang bersengketa, ia tidak memihak dan tidak mewakili 
salah satu diantara mereka. Sehingga, hakim sangat efektif berperan 
sebagai mediator dengan kualitas dan keterampilan yang khusus 
dimilikinya.
29
 
Peran dan fungsi mediator juga mempunyai sisi terlemah yaitu 
apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut: penyelenggara 
pertemuan, pemimpin diskusi rapat, pemelihara atau penjaga aturan 
perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik, 
pengendali emosi para pihak, dan pendorong pihak atau perunding 
yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.
30
 
Sedangkan sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam 
perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai 
berikut: mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, merumuskan 
titik temu kesepakatan dari para pihak, membantu para pihak agar 
menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk 
dimenangkan tetapi sengketa harus diselesaikan, menyusun dan 
mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak 
menganalisa alternatif pemecahan masalah dan membujuk para pihak 
untuk menerima usulan tertentu.
31
 Juga mengingatkan para pihak agar 
jangan terpaku pada sebuah pemecahan masalah saja yang bisa jadi 
tidak realistis. Akhirnya, sebagai kambing hitam (scapegoat), berarti 
mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan. Misalnya, 
seorang juri runding menyampaikan prasyarat-prasyarat kesepakatan 
kepada orang yang di wakilinya, ternyata orang-orang yang di 
wakilinya tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat 
dalam kesepakatan. Juru runding itu dapat saja mengalihkan 
kegagalannya dalam memperjuangkan kepentingan pihak-pihak yang di 
wakilinya sebagai kesalahan mediator. 
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Fungsi yang utama mediator adalah mengatur proses penyelesaian 
sengketa dengan mediasi untuk menyediakan struktur penyelesaian 
yang dapat dikembangkan dan digali serta mengatur proses termasuk 
memberi harapan kepada para pihak dalam proses mediasi.
32
 Selain itu 
mediator mempunyai tiga fungsi lain yaitu; (1) seorang pemimpin yang 
mengambil inisiatip untuk menggerakkan negosiasi secara prosedural 
yang sebenar-benarnya sesuai dengan langkah proses tertentu, (2) satu 
pembuka yang memulai komunikasi atau memudahkan komunikasi, 
dan (3) suatu pemecah masalah yang memungkinkan orang-orang yang 
bersengketa untuk menguji suatu masalah dari bermacam sudut 
pandang, yang membantu mereka di dalam melukiskan isu-isu dan opsi 
dasar untuk satu sama lain memuaskan.
33
 
Seorang mediator mempunyai peran membantu pihak dalam 
memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari 
persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator 
mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai 
perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi 
dan persolan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur 
pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan 
persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan 
dan kepentingan umum. Mediator akan sering bertemu dengan para 
pihak secara pribadi. Dalam pertemuan ini yang di sebut caucus, 
mediator biasanya dapat memperoleh infomasi dari pihak yang tidak 
bersedia saling memberi informasi. Sebagai wadah informasi antara 
para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi 
mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak 
yang akan mampu menentukan terhadap dasar-dasar bagi terwujudnya 
suatu perjanjian atau kesepakatan.
34
 
Mediator tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam 
membantu menyelesaikan sengketa dalam proses perundingan. Oleh 
sebab itu, mediator tidak boleh memihak berdasarkan pertimbangan 
bahwa mediasi berhasil ditentukan sendiri oleh keputusan para pihak. 
Dengan kata lain, keputusan penyelesaian sengketa berada ditangan 
para pihak itu sendiri, sedangkan mediator hanya membantu untuk 
terlaksananya persetujuan diantara kedua belah pihak yang 
bersengketa.
35
 Selain itu, mediator harus dapat menggunakan terapi dan 
teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi. Terapi dan 
teknik yang profesional dapat mengangkat isu secara langsung pada 
tujuan mencapai kesepakatan. Dengan cara ini, proses mediasi untuk 
menyelesaikan sengketa para pihak dapat menjadi pilihan bagi para 
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pihak.
36
 Oleh sebab itu, tugas seorang mediator dapat bertindak secara 
konsisten untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dalam 
proses mediasi.
37
 Berkaitan hal tersebut, mediator harus dapat menggali 
permasalahan di antara para pihak bersengketa. Selama proses 
penggalian tersebut, tindakan mediator untuk mempertimbangkan apa 
yang terjadi di dalam interaksi. Yang dikaitkan dengan pemberdayaan 
atau peluang pengakuan para pihak dengan intervensi mediator. 
Kemudian, apa tujuan dari intervensi mediator dan apa yang dimiliki 
para pihak. Bagaimana intervensi itu dihubungankan dengan prinsip-
prinsip dasar untuk menggali permasalahan sebagai suatu pendekatan 
dalam proses mediasi tersebut. 
Setidaknya yang harus dijalankan oleh seorang hakim mediator 
adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda 
tersebut agar tercapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal 
tolak pemecahan masalahnya. Tentunya, dalam hal ini hakim sebagai 
mediator harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah 
yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap 
pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk memperoleh data yang 
belum terungkap, maka keahlian dari hakim mediator sangat 
diperlukan. Seorang hakim mediator tidak hanya bertindak sebagai 
penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan 
pemimpin diskusi saja, tetapi juga membantu para pihak untuk 
mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan 
kesepakatan bersama. 
Hakim dalam melaksanakan kewajibannya harus mempunyai 
tingkat pemahaman hukum positif yang baik serta memperhatikan 
Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Ada beberapa prinsip dasar PPH, 
antara lain: hakim harus berperilaku jujur, adil, berintegritas tinggi, 
profesional, dan berwibawa. Prinsip dasar inilah yang harus dijunjung 
hakim dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi sosial.
38
 
Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan 
moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun 
dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim 
memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas 
sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika yang berlaku dalam 
tata pergaulan masyarakat.
39
 
 
2. Kelemahan Hakim Mendamaikan Para Pihak. 
Hakim sebagai aparat penegak hukum adalah pemangku profesi 
hukum yang bertugas memberikan kepastian hukum kepada pencari 
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kebenaran dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya hakim dituntut 
bekerja secara profesional berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran. 
Kelemahan hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa 
dikarenakan cara pandang hakim terhadap tugas pokoknya. Tugas 
pokok hakim meliputi menerima, memeriksa dan mengadili, 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
40
 Tugas hakim 
tidak hanya sampai pada menjatuhkan putusan saja, akan tetapi harus 
sampai pada pelaksanaan putusan itu. Adapun putusan hakim adalah 
suatu pernyataan hakim sabagai pejabat negara yang diberi wewenang 
untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menghakimi 
atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan yang diucapkan hakim 
dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Putusan yang 
diucapkan maka yang sah adalah yang tertulis dengan yang diucapkan. 
Lahirnya suatu putusan adalah sejak diucapkan. Dalam perkara perdata, 
hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekuat 
tenaga mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka mencapai 
peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Berlarut-larutnya proses 
suatu perkara akan membuat wibawa pengadilan turun dimata 
masyarakat.  
Karena itu dapat disimpulkan bahwa tugas hakim adalah 
mengkonstatir mengkualifisir-mengkonstituir peristiwa. Yang 
dimaksud dengan mengkonstatir yaitu hakim harus benar-benar merasa 
pasti tentang konstateringnya itu. Konstateringnya itu tidak hanya 
sekedar dugaan atau kesimpulan gagabah tanpa dasar. Oleh karena itu, 
hakim harus menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk 
membenarkan anggapannya mengenai peristiwa bersangkutan. Dengan 
alat-alat ini, hakim harus mengadakan pembuktian, sehingga ia yakin 
akan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi mengkonstatir 
peristiwa berarti sekaligus membuktikan peristiwa yang bersangkutan. 
Apa yang harus dikongnstatir adalah peristiwanya. Tetapi untuk sampai 
kepada konstatering hakim harus melakukan pembuktian terlebih 
dahulu, hakim harus menguasai benar hukum pembuktian, dan kalau 
tidak jalannya peradilan akan terhambat dan hal ini akan menyebabkan 
peradilan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
41
 
Mengkualifisir, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh hakim 
adalah mengkualifisir peristiwa yang telah dikonstatirnya itu. Dalam 
hal ini mengkualifisir artinya mencari hubungan hukum bagi peristiwa 
yang dikonstatir itu. Pada kenyataannya mengkualifisir suatu peritiwa 
jauh lebih sukar dari pada sekedar mengkonstatir peristiwa. Dalam hal 
mengkonstatir peristiwa itu dilihat dalam bentuknya yang konkrit 
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(suatu yang dapat dilihat) sedangkan mengkualifisir peristiwa berarti 
menilai. Dalam hal ini hakim harus mempunyai keberanian, kalau perlu 
menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan sistem 
perundangundangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.  
Hukum Acara Perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang 
diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang 
dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya 
bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat 
kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil proses) dengan peristiwa 
yang telah terjadi. Sedangkan apabila yang terjadi justru sebaliknya, 
berarti kebenaran itu tidak tercapai. Setelah pemeriksaan suatu perkara 
di persidangan dianggap selesai dan para pihak tidak mengajukan 
bukti-bukti lain, maka hakim akan memberikan putusannya. Putusan 
yang dijatuhkan itu diupayakan agar tepat dan tuntas. Secara objektif 
putusan yang tepat dan tuntas berarti bahwa putusan tersebut akan 
dapat diterima tidak hanya oleh penggugat akan tetapi juga oleh 
tergugat. Putusan pengadilan semacam itu penting sekali, terutama 
demi pembinaan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. 
Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu 
berusaha agar putusannya kelak seberapa mungkin dapat diterima oleh 
masyarakat, dan akan berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat 
menerima putusannya itu seluas mungkin. 
Apabila harapan itu terpenuhi, maka dapat diketahui dari 
indikatornya antara lain masing-masing pihak menerima putusan 
tersebut dengan senang hati dan tidak menggunakan upaya hukum 
selanjutnya (banding maupun kasasi). Seandainya mereka masih 
menggunakan upaya hukum banding dan kasasi, itu berarti mereka 
masih belum dapat menerima putusan tersebut secara suka rela 
sepenuhnya. Digunakannya hak-hak para pihak berupa upaya hukum 
banding dan kasasi, bukan berarti bahwa putusan peradilan tingkat 
pertama itu keliru. Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap 
benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi (asas 
res judicata pro veritate habetur). Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran peristiwa 
yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah terselesaikan 
sepenuhnya dengan sempurna. Akan tetapi secara formal harus diterima 
bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu 
sengketa tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara sengketa 
yang bersangkutan telah selesai.
42
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Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di dalam proses perkara 
perdata di persidangan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran 
peristiwa yang ditemukan para pihak yang bersangkutan. Untuk 
merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun 
yang ditemukan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi seperti ini 
nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya 
ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim 
untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang 
berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para 
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan 
biaya ringan.
43
 
Hakim dalam mengadili sengketa, hanya memeriksa apa yang 
ditemukan para pihak sebagai usaha membenarkan dalil gugatan atau 
bantahannya. Inisiatif beracara datangnya dari para pihak yang 
bersangkutan. Hakim hanya mempunyai kebebasan untuk menilai 
sejauhmana yang dituntut oleh pihak-pihak tersebut. Akan tetapi sudah 
barang tentu hakim tidak semata-mata bergantung kepada apa yang 
dikemukakan para pihak, akan tetapi hakim mempunyai kewajiban 
untuk menilai sejauhmana kebenaran peristiwa-peristiwa itu, sehingga 
apa yang dikemukakan para pihak tersebut akan dapat membantu 
hakim untuk memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan 
putusannya. 
Dalam Hukum Acara Perdata pada prinsipnya pemeriksaan 
perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan 
untuk itu. Sidang itu harus dinyatakan terbuka untuk umum, 
44
kecuali 
undang-undang melarangnya. Sifat terbukanya sidang untuk umum ini 
merupakan syarat mutlak, namun ada pembatasannya yaitu apabila 
undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan penting 
menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya.
45
 
Jika demikian maka pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan 
pintu tertutup. Ketentuan terbukanya sidang untuk umum itu antara lain 
dimaksudkan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan perkara yang 
bersangkutan. Sistem itu sesungguhnya dapat mengakibatkan 
lambatnya proses pemeriksaan perkara di persidangan. Keterlambatan 
itu sangat mungkin terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Dapat 
terjadi karena adanya oknum hakim atau para pihak sendiri yang karena 
sikapnya kemudian berakibat proses penyelesaian perkara menjadi 
lambat. 
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Sebaliknya, apabila perdamaian tidak berhasil, maka perkaranya 
akan mulai diperiksa. Pada saat itu juga kepada penggugat diberikan 
kesempatan untuk membacakan gugatannya. Setelah itu, tergugat dapat 
meminta waktu untuk mempelajari gugatan dan memberikan 
jawabannya pada kesempatan sidang berikutnya.
46
 Sebagai 
perbandingan, Perancis adalah salah satu negara yang dikenal memiliki 
manajemen pengadilan yang relatif baik, sehingga kelambatan jalannya 
persidangan pengadilan dapat dikurangi. Caranya antara lain dengan 
menunjuk seorang hakim yang sebelum perkara disidangkan diberi 
tugas khusus mengumpulkan gugatan-gugatan, jawaban gugatan, 
replik, duplik, memeriksa surat-surat bukti, dan saksi-saksi kalau 
diperlukan, dan sebagainya.
47
 Menurut sistem tersebut perkara-perkara 
perdata tidak langsung disidangkan, melainkan diproses terlebih dahulu 
oleh seorang hakim yang ditunjuk untuk itu. 
Setelah segala sesuatunya dianggap rampung, maka hakim ini 
menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai, lalu mengirimkan 
berkasnya kepada ketua majelis yang akan menyidangkannya.
48
 Semua 
pekerjaan itu dilakukan oleh hakim tersebut di dalam ruang kerjanya 
dengan dibantu oleh seorang panitera, sudah tentu dengan batas waktu 
maksimum yang ditetapkan oleh hakim itu sendiri demi kecepatan 
persidangan. Akan tetapi dalam visi Lintong Oloan Siahaan, tampak 
ada kehawatiran jika sistem di Perancis diterapkan pada sistem 
peradilan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus berfikir dua kali, 
oleh karena bahayanya dari sistem tersebut adalah bahwa hakim dapat 
menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan jalan 
memanipulasi perkara-perkara yang bersangkutan.
49
 
Kebebasan yang diberikan kepada seseorang hakim untuk 
mengolah perkara tersebut sebelum sampai ke persidangan, justru dapat 
menciptakan peluang untuk mengulur waktu serta mempermainkan 
para pihak supaya maksudnya tercapai. Akibat yang akan terjadi 
malahan sebaliknya, yaitu bukan semakin cepat, melainkan semakin 
lambat dan bertele-tele, sehingga kemungkinan akan membosankan dan 
menjengkelkan pihak-pihak yang berperkara. Atas dasar pertimbangan 
baik dan buruknya sistem yang dianut di Perancis tersebut, maka 
seyogianya dipertimbangkan lebih matang lagi untuk meniru sistem 
tersebut. Yang paling baik bagi keadaan di Indonesia adalah 
menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukan tentang 
apa dan bagaimana yang menurut pertimbangannya dapat mempercepat 
proses pemeriksaan. 
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Hakim harus mengadili seluruh gugatan dan dilarang menetapkan 
keputusan yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada apa 
yang dituntut seperti yang ditetapkan. Artinya jika beberapa hal yang 
menjadi tuntutan misalnya mengenai pokok utang, bunga atas utang 
tersebut dan ganti kerugian, maka hakim harus memberi keputusan 
yang nyata terhadap tiap-tiap bagian tuntutan itu.
50
 Selan itu, tugas 
pokok hakim adalah menegakan hukum, kebenaran dan keadilan (to 
enforce the law, the truth and justice). Sehubungan dengan hal itu, 
Abdul Manan mengatakan dalam setiap putusan yang hendak 
dijatuhkan oleh hakim perlu diperhatikan 3 (tiga) hal yang sangat 
esensial yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit) 
dan kepastian (rechtsecherheit).
51
 Bagir Manan mengatakan bahwa 
keadilan dalam sebuah perkara adalah keadilan bagi para pihak dalam 
perkara itu, bukan bagi yang lainnya. Tidak pernah ada satu pun 
kasus/perkara di pengadilan ini yang sama. Oleh karenanya 
keadilannya pun akan berbeda dari satu perkara atas perkara yang 
lain.
52
 
Masalahnya adalah hukum dan keadilan tidak selalu berjalan 
linear. Karena, tidak selamanya yang legal itu justice dan tidak 
selamanya yang lawfull (sesuai dengan hukum) itu juga justice. Rifyal 
Ka’bah memperkenalkan tiga bentuk keadilan, yaitu: Legal Justice, 
Moral Justice dan Social Justice.
53
 Legal Justice (Keadilan hukum) 
adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim 
pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk 
formal. Kemudian, Moral Justice (Keadilan moral) tidak lain dari 
keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan 
buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah 
agama. Sedangkan, Social Justice (Keadilan sosial) sebagai salah satu 
dasar negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam 3 bentuk 
keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat 
dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat 
berkembang.
54
 
Idealnya, sebuah putusan harus mencerminkan tiga bentuk 
keadilan tersebut Keadilan hukum negara yang merepresentasikan 
keadilan moral dan keadilan sosial yang ada dalam masyarakat 
Indonesia. Tetapi permasalahannya tidak berhenti sampai disitu. 
Menyelaraskan tiga bentuk justice itu dalam sebuah putusan memang 
bukan hal yang tidak mungkin, tapi dalam prakteknya sangat sulit 
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sekali diwujudkan terutama dalam perkara perdata. Keadilan sulit 
diterapkan dalam perkara perdata, karena beberapa hal
55
:   
Kelemahan hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa, 
karena salah satunya hakim berpedoman kepada sifat formalnya hukum 
acara perdata.
56
 Artinya hakim perlu menyelaraskan kaidah-kaidah 
hukum acara perdata dengan perkembangan masyarakat yang 
menghendakinya. Oleh sebab itu, hakim yang tadinya menjalankan 
fungsi selaku pimpinan sidang memeriksa perkara dan sekarang harus 
menjadi mediator yang berusaha untuk mendamaikan para pihak 
bersengketa.  
 
 
 
D. Penutup 
Sebagai penutup dari tulisan ini menegaskan bahwa mediasi 
merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar 
yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang 
bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan 
perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, 
mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa 
antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan 
kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah 
diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu 
mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara 
mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan 
pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian, 
mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yang dipersengketakan. 
Menjadikan pemeriksaan di Pengadilan berjalan dengan cepat, 
sederhana dan murah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang 
No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. Paragrap-paragrap ini mencoba menjelaskan tugas hakim 
untuk mendamaikan para pihak, kelemahan hakim untuk mendamaikan 
para pihak dan keberhasilan perdamaian tergantung itikad baik para 
pihak. 
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